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Abstract

This study aims to examine cases of inheritance from different religions that have been
decided by the Religious Courts, High Religious Courts, and the Supreme Court in Indonesia.
Inheritance from different religions can be classified into inheritance from Muslim heirs to
non-Muslim heirs and inheritance from non-Muslim heirs to Muslim heirs. This study uses a
judicial case study approach by examining five decisions, consisting of two religious court
decisions, two cassation decisions, and one Supreme Court jurisprudence. This study shows
that in cases of inheritance from non-Muslim heirs to Muslim heirs, religious court judges
allow Muslim heirs to receive inheritance. This is in line with the opinion of some figh
scholars who allow such provisions. Meanwhile, in cases of inheritance of Muslim heirs to
non-Muslim heirs, judges at the religious court, high court, and the Supreme Court did not
decide this case as an inheritance, but as a mandatory wasiat, so that the provisions
prohibiting a Muslim from inheriting a non-Muslim were still obeyed by these judges. while
the relationship between the heir and the heir is maintained because the heir still receives
the heir's inheritance. The formulation of this obligatory will does not conflict with the
opinion of the clergy, because there are no religious requirements in wasiat.

Keywords: Inheritance of Different Religions; Judge's Ijtihad; Jurisprudence; Religious
Courts; Wasiat Wajibah.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengakaji kasus-kasus kewarisan beda agama yang diputus
oleh Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, dan Mahkamah Agung di Indonesia.
Kewarisan beda agama itu bisa diklasifikasi menjadi kewarisan dari pewaris muslim kepada
ahli waris nonmuslim dan bisa kewarisan dari pewaris nonmuslim kepada ahli waris
muslim. Penelitian ini menggunakan pendekatan judicial case study dengan mengkaji lima
putusan, terdiri dari dua putusan Pengadilan Agama, dua putusan kasasi, dan satu
yurisprudensi Mahkamah Agung. Studi ini menunjukkan bahwa dalam kasus kewarisan dari
pewaris nonmuslim kepada ahli waris muslim, hakim pengadilan agama membolehkan ahli
waris muslim menerima warisan. Hal ini sejalan dengan pendapat sebagian ulama fikih yang
membolehkan ketentuan seperti itu. Sementara itu, dalam kasus kewarisan pewaris muslim
kepada ahli waris nonmuslim, hakim pada pengadilan agama, pengadilan tinggi, dan
Mahkamah Agung tidak memutuskan kasus ini sebagai waris, melainkan sebagai wasiat
wajibah, sehingga ketentuan larangan seorang muslim mewarisi nonmuslim tetap ditaati
oleh para hakim tersebut, sedangkan hubungan pewaris dan ahli waris tetap terpelihara
karena ahli waris masih menerima harta peninggalan pewaris. Formulasi wasiat wajibah ini
tidak bertentangan dengan pendapat ulama, karena tidak ada persyaratan seagaman dalam
wasiat.

Kata Kunci: Kewarisan Beda Agama; Ijtihad Hakim; Pengadilan Agama; Yurisprudensi;
Wasiat Wajibah.
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Pendahuluan

Setiap agama mempunyai doktrin ajaran yang berbeda-beda, baik dari
aspek ibadah ritual, aturan hukum dan panduan dalam kehidupan sosial.
Perbedaan secara keyakinan dan ritual lazimnya tidak menimbulkan gesekan
antar umat beragama, karena masing-masing mereka meyakini kebenaran dan
dan dapat toleran dengan keyakin orang lain. Selain itu pelaksanaan keyakinan
dan ritual itu tidak berkaitan dengan pemeluk agama lain. Berbeda dengan
perbedaan keyakina dan ritual, perbedaan atiran hukum secara sosial terkadang
menimbulkan permasalah dala kehidupan bersama, karena dalam
pelaksanaannya terkadang berhubungan dengan orang yang memiliki keyakinan
yang berbeda (Alfiander et al.,, 2022).

Perbedaan inilah yang kemudian menuntut peran pemerintah dan negara
dalam memberikan solusi, sehingga di satu sisi, setiap pemeluk agama dapat
menjalankan keyakinanya masing-masing, dan di sisi lain mereka tetap dapat
hidup berdampingan secara harmonis. Salah satu bentuk persoalan yang
muncul akibat keberagaman aturan agama dan menyangkut hubungan sosial
adalah sistem pembagin harta warisan ketika terjadi perbedaan agama antara
yang meninggal degan keluarga yang berhak menerima warisan.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf (b) dan (c) agar
dapat saling mewarisi antara pewaris harta dan ahli waris haruslah beragama
[slam, memiliki pertalian darah atau ikatan perkawinan dan tidak terhalang
karena hukum. Namun apabila terjadi perbedaan agama diantara pewaris dan
ahli waris, hukum positif di Indonesia yang dalam hal ini KHI tidak mengaturnya
secara jelas. Hal ini tentu berdampak pada kemungkinan terjadinya pertikaian
masyarakat dalam pembagian harta warisan.

Dalam konteks negara Indoensia, Pengadilan Agama merupakan peradilan
khusus bagi umat Islam. UU Nomor 3 Tahun 2006, pasal 2 menjelaskan bahwa
Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman untuk
rakyat pencari keadilan yang bergama Islam mengenai perkara tertentu. Di
antara masalah yang ditangani pengadilan agama adalah persoalan waris.
Meskipun fungsi utama pengadilan agama melayani mayarakat yang beragama
I[slam, dalam perkara waris, Peradilan Agama juga dapat melibatkan pihak umat
Islam dan di luar Islam, karena bangsa Indonesia memiliki masyarakat yang
majemuk (Shalihah & Irfan, 2022; UU No 3 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, 2006). Kewenangan
tersebut telah dijadikan dasar oleh para hakim di Pengadilan Agama untuk
memproses perkara-perkara waris beda agama yang terjadi di berabagi daerah
di Indoensia. Inilah yang kemudian dijadikan dasar implementasi pembagian
warisan dari seoarang pewaris beragama Islam kepadan nonmuslim, dan
sebaliknya.
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Pelaksanaan pembagian waris beda agama telah menjadi objek kajian
menarik di kalangan akademisi Indonesia. Salma Suroyya dan Mulyadi dengan
penelitiannya yang berjudul “Pembagian Harta Warisan terhadap ahli Waris
Beda Agama dan Akibat Hukumnya” menyimpulkan bahwa ahli waris beda
agama yang diberi warisan melalui wasiat wajibah menimbulkan ketidakpastian
hukum, baik dalam proses pelaksanaannya maupun status hukum bagi ahli
waris beda agama (Yanti & Mulyadi, 2016). Penelitian ini hanya menggambarkan
putusan Pengadilan Agama secara hukum positif dan mengambarkan akibat dari
munculnya putrusan hukum tersebut dalam penerapnnya.

Tahun 2017, Muhammad Rinaldi Arif juga melakukan penelitian tentang
Pemnberian Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama. Dalam
penelitiannya ia melakukan perbandingan Putusan Mahakamah Agus Nomor
368.K/Ag/1995 dengan hukum Islam. Setelah melakukan pembahasan, ia
menyimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut tidak sesuai dengan
kaidah-kaidah hukum Islam, kartena Mahkamah Agung tidak meberikan dasar
yang jelas terkait pemberian wasiat wajibah bagi ahli waris nonmuslim (Arif,
2017).

Penelitian terkait juga dilakukan oleh lin Mutmainnah yang dipublikasin
dengan artikel yang berjudul. “Wasiat Wajibah Bagi ahli Waris beda Agama,
Analisis terhadap Puitusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995). Melalui
penelitiannya ia membahas tentang bentuk pertimbangan serta dasar hukum
yang digunakan dalam memutuskan bagian ahli waris beda agama melalui
wasiat
Wajibah. Keputusan tersebut diambil berdasarkan pertimbangan maslahat. lin
menyimpulkan bahwa pemberian wasiat wajibah tersebut merupakan bentuk
keberanian hakim memutus perkara yang diaggap baru melalui pertimbangan
yang mengutamakan kemashlahatan (Mutmainnah & Sabir, 2019).

Budi Hariyanto juga melakukan penelitian tentang waris beda agama
dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Permbagian Harta Waris Beda Agama
Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan Kompilasi Hukum
Islam”. Setelah melakukan perbandingan terhadap dua atruran tesrsebut ia
menyimpulkan bahwa KUHP tidak menjadikan perbedaan agama sebagai
penghalang dalam menerima warisan, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam
ditegaskan bahwa perbedaan agama merupakan penghalang dalam menrima
warisan. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 171 huruf C KHI, yang berbunyi,
“ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan
darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak
terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Hariyanto, 2020).

Beberapa kajian di atas telah mengungkap tentang wasiat wajibah sebagai
bentuk pemberian waris kepada ahli waris nonmuslim dari pewaris muslim.
Para peneliti di tas telah mengkaji dasar hukum, perbandingandengan KUHP dan
KHI serta dampak yang ditimbulkan dari Putusan tersebut. Melalui penelitian ini
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penulis akan membahas tentang kewarisan beda agama, baik dari sisi pewaris
nonmuslim kepada muslim maupun dari pewaris muslim kepada nonmuslim.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan judicial case study, yaitu studi
kasus hukum yang melibatkan peran pengadilan sebagai pemberi keputusan
penyelesaian. Dalam terminologi studi hukum, jenis penelitian ini
diklasifikasikan sebagai penelitian hukum normatif-empiris, yaitu studi hukum
yang melibatkan unsur normatif sekaligus sosiologis. Unsur normatifnya dari sisi
bahwa sumbernya adalah putusan dari sebuah institusi resmi negara yang
melaksanakan sistem peradilan, serta melaksanakan asas-asas hukum dan
sistematika hukum, sedangkan unsur empiris atau sosiologisnya karena kasus-
kasus yang diputuskan oleh pengadilan tersebut muncul dari dinamika social
kemasyarakatan.

Sumber data terdiri dari putusan-putusan hakim pengadilan agama,
putusan hakim di tingkat kasasi, serta yurisprudensi Mahkamah Agung. Sumber
data berupa putusan pengadilan agama terdiri dari Putusan Pengadilan Agama
Tebing Tinggu, Sumatera Utara, Nomor 9/PdtP/2008/ PA.Ttd dan putusan
Pengadilan Agama Surabaya Nomor 473/Pdt.P/2010/PA.Sby. Sumber data
berupa putusan kasasi terdiri dari Putusan Kasasi Nomor 51/K/AG/1999 dan
Putusan kasasi Nomor 721 K/AG/2015. Kelima putusan tersebut dinilai sudah
merepresentasikan putusan hakim pada tingkat pertama, kasasi, dan
yurisprudensi Mahkamah Agung.

Data dikumpulkan dengan teknik dokumentasi terhadap kelima putusan.
Aspek-aspek penting yang dilihat dari setiap putusan tersebut adalah duduk
perkara, pertimbangan hukum, dasar hukum, dan diktum. Data kemudian dibaca
menggunakan pendekatan fikih dan ushul figh, lalu disajikan secara deskriptif
analisis.

Hasil dan Pembahasan

Pengadilan di Indonesia telah mengeluarkan beberapa putusan, baik pada
tingkat pertama (Pengadilan Agama), Pengadilan Tinggi Agama, maupun
Mahkamah Agung, tentang perkara berlatar kewarisan beda agama. Penelitian
ini menggunakan lima di antaranya yang dianggap sudah representative untuk
masing-masing tingkatan perkara. Pertama, putusan Pengadilan Agama Tebing
Tinggi Sumatera Utara Nomor 9/Pdt.P/2008/ PA.Ttd. Dalam putusannya, hakim
menetapkan ahli waris muslim menjadi ahli waris dari pewarisnya yang
beragama Kristen. Duduk perkaranya HBS yang beragama Kristen meninggal
dunia dengan satu-satunya ahli waris saudara laki-laki yang bergama Islam yang
bernama MS yang memiliki istri dan lima orang anak. Ketika HBS meninggal,
tanah tersebut belum dialihkan haknya kepada MS hingga MS meninggal. Setelah
MS meninggal, istri dan lima orang anak MS mengajukan permohonan
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penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Tebing Tinggi untuk mengurus
peralihan hak atas sebidang tanah peninggalan HBS tersebut.

Kedua, Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 473/Pdt.P/2010/PA.Sby.
Duduk perkara ketika seorang muslim meninggal dengan meninggalkan dua
belas orang ahli waris. Tujuh orang beragama Islam dan lima orang beragama
Kristen. Pihak ahli waris yang beragama Islam mengajukan penetapan ahli
waris dengan tidak memasukkan ahli waris yang beragama kristen. Meskipun
dalam permohonan ahli waris yang beragama Kristen tidak diajukan sebagai ahli
waris, namun dalam putusannya hakim Pengadilan Agama menyatakan ahli
waris yang beragama Kristen mendapatkan wasiat wajibah dari harta warisan
yang ditinggalkan.

Ketiga, Putusan Kasasi Nomor 51/K/AG/1999. Putusan ini terkait dengan
seorang muslim yang meninggal dan tidak memiliki anak. la meninggalkan
seorang istri, tiga saudara kandung dan enam ponakan dari empat saudara
kandung yang juga telah meninggal. Istri dan saudara pewaris semua beragama
[slam, namun terdapat beberapa orang ponakan dari saudara kandung yang
sudah meninggal beragama selain Islam. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung
memutuskan semua kerabat yang ditinggalkan, baik beragama Islam maupun
selain Islam berhak mendapatkan bagian dari harta warisan pewaris, dengan
ketentuan istri mendapat % bagian, dan ahli waris lain mendapat % bagian
termasuk ahli waris non muslim yang mendapat warisan melalui wasiat wajibah

Keempat, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010. Dalam
putusan ini Mahkamah Agung menetapkan istri yang beragama selain Islam
bersama ibu dan empat saudara kandung yang beragama Islam sebagai ahli
waris. Istri yang tidak beragama Islam diberikan warisan melalui wasiat wajibah
sebanyak % dari harta warisan karena pewaris tidak memiliki anak, ditambah %2
dari harta bersama, sedangkan ahli waris beragama Islam mendapatkan bagian
1/5 dari harta peninggalan dengan ketentuan bagian laki-laki dua kali bagian
perempuan.

Kelima, Putusan kasasi Nomor 721 K/AG/2015. Duduk perkaranya adalah
seorang pewaris muslim meninggal dunia dengan ahli waris seorang istri yang
beragama Islam dan dua orang anak yang beragama selain Islam. Mahkamah
Agung menetapkan istri mendapat bagian %2 dari harta bersama. Dua anak yang
beragama selain Islam mendapat wasiat wajibah sebesar 17/24 bagian dari
harta peninggalan setelah dilunasi hutang-hutang pewaris

Dari kelima putusan di atas, secara garis besar dapat dipahami dua
masalah pokok dalam perpesktif hukum Islam, yaitu a) pemberian harta waris
dari nonmuslim kepada ahli waris beragama Islam, dan kedua pemberian harta
warisan dari seorang muslim kepada ahli waris yang beragama selain Islam.

Kewarisan dari Nonmuslim kepada Muslim

Ulama empat mazhab sepakat bahwa perbedaan agama diantara pewaris
dengan ahli waris adalah salah satu penghalang dalam kewarisan, sehingga
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seorang muslim tidak dapat menerima warisan dari orang kafir, demikian juga

sebaliknya, meskipun memiliki hubungan kekerabatan atau pernikahan (Al-
Zuhailiy, 2011). Pendapat ini berdasarkan sabda Rasulullah Saw. berikut:

ALl 28K Y 5 ¢ sk Akl & Y

“Seorang muslim tidak boleh menerima warisan dari kafir, dan seorang

kafir juga tidak boleh menerima warisan dari seorang muslim” (al-Bukhari,
1987).

Demikian juga sabda Rasulullah Saw.: ) )
e C,.\.\La:’" oAl &g Y

“Tidak dapat saling mewarisi orang yang brbeda agama sedikitpun” (al-
Tarmizi, 1988)

Hadis-hadis di atas dipahami oleh jumhur ulama sebagai larangan tegas
tentang saling mewarisi antara muslim dan kafir (Al-Nawawiy, 2018). Berbeda
dengan jumhur, sebagian sahabat, dan ulama di kalangan tabiin seperti Muaz ibn
Jabal, Muawiyah bin Abu Sofyan, Hasan, Ibn Hanafiah, Said ibn Musayyab,
Muhammad ibn ‘Aliy, bin Husain dan al-Masruq berpendapat bahwa seorang
muslim dapat menerima warisan dari seorang kafir, sedangkan orang kafir tidak
dapat menerima warisan dari muslim. Pendapat ini didasararkan hadis, “Islam
itu tunggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya” (Al-Nawawiy, 2018).
Demikian juga Imam Ahmad berpendapat bahwa seorang muslim dapat
menerima warisan dari budaknya yang kafir, berdasarkan hadis, “Perwalian bagi
orang yang memerdekakan” (Al-Zuhailiy, 2011).

Terdapat juga riwayat dari Yahya ibn Ma’mar, bahwa saudara-saudaranya
yang muslim dan beragama yahudi datang kepadanya untuk menyelesaikan
perselisihan mereka tentang pembagian warisan dari saudaranya yang Kkafir.
Menurut Yahya, saudaranya yang beragama islam menerima warisan dengan
alasan riwayat yang ia riwayatkan dari Abu Aswad, yang diterima dari
seoserang, dari Mu’az, ia menceritakan Rasulullah Saw bersabda, “Islam itu
menambah tidak mengurangi. Menurutnya yang dimaksud hadis tersebut adalah
bahwa Islam merupakan sebab untuk menambah kebaikan dan tidak menjadi
penghalang atau pengurang dalam mendapatkan kebaikan (Principles and
Objectives of Figh, 2022).

Menurut ulama yang memiliki berpendapat bahwa seorang muslim dapat
menerima warisan dari seorang Kkafir, pendapatnya tidaklah bertentangan
dengan hadis, “muslim tidak dapat menerima warisan dari orang kafir dan
orang kafir dapat tidak menerima warisan dari seorang muslim”, karena mereka
menakwilkan kafir pada hadis tersebut dengan kafir harbiy, sebagaimana yang
dilakukan oleh kalangan hanafiah dalam menakwilkan hadis, “tidak di-qishash
seorang muslim karena membunuh orang kafir”, sehingga seorang muslim boleh
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saja menerima warisan dari kafir zimmiy (Principles and Objectives of Fiqh,
2022).

Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ahkam Ahl al-Zimmah ketika membahas
kewarisan muslim dari orang kafir menjelaskan masalah ini, bahkan ia
memperkuat pendapat ini dan juga mengutip dari gurunya Ibnu Taimiyyah yang
mengatakan, “Ulama salaf berbeda pendapat tentang kebolehan muslim
menerima warisan dari orang kafir. Mayoritas ulama salaf mengatakan bahwa
muslim tidak dapat menerima warisan dari orang kafir. Ini adalah pendapat
yang popular di kalangan imam empat mazhab dan pengikutnya. Namun
sekelompok ulama salaf berpendapat bahwa seorang muslim dapat menerima
warisan dari orang kafir dan tidak sebaliknya. Ini juga pendapat yang dipilih
Ibnu Taimiyyah. Dari berbagai pendapat di atas, penulis melihat bahwa para
hakim di Pengadilan agama dan mahkmah agung merujuk pendapat sekelompok
ulama yang membolehkan seorang muslim menerima harta warisan dari
keluarganya yang non muslim, sehingga ijtihad para hakim dalam berbagai
kasus di atas bukan lah ijtihad baru, tetapi mengikuti ijtihad para sahabat atau
ulama salaf yang membolehkan seorang muslim menerima harta warian dari
non muslim (Anitasari et al., 2021).

Kewarisan dari Muslim kepada Nonmuslim

Dari berbagai putusan pengadilan dan Mahkamah Agung tentang
penyerahan harta warisan dari seorang mulsim kepada ahli waris non muslim
terlihat bahwa seorang non muslim dapat menerima harta warisan dari seolang
muslim dalam bentuk wasiat wajibah, seperti pada Putusan Kasasi Mahkamah
Agung No 51/K/AG/1999, Keputusan Mahkamah Agung No 16 K/AG/2010, dan
Putusan Kasasi pada Mahmakah Agung No. 721 K/AG/2015.

Wasiat wajibah merupakan masalah baru yang tidak terdapat dalam dalil
yang sharih dalam Alquran, sunnah Rasulullah Saw, dan dalam kajian kitab-kitab
fikih klasik. Hal ini merupakan ijtihad para ulama kontemporer di berbagai
Negara Islam yang tertuang fatwa, peraturan dan atau undang-undang di
berbagai Negara Islam. Wasiat wajibah dijadikan sebagai media agar kerabat
pewaris yang tidak mendapatkan harta warisan secara hukum faraidh
mendapatkan bagian dari harta peninggalan pewaris (Azhar, 2018).

Dalam implementasinya, ulama dan undang-udang di berbagai Negara
Islam berbeda dalam mendefenisikan dan mempraktekkan wasiat wajibah.
Ulama dan undang-undang di Negara timur tengah, seperti Mesir mendefinisikan
wasiat wajibah sebagai wasiat yang ditetapkan melalui aturan pemerintah
dengan syarat tertentu untuk seorang cucu yang ayahnya meninggal sebelum
atau bersamaan dengan salah satu orang tuanya, baik secara hakikat maupun
secara hukum (Ahmad, 2020).

Pada Undang Undang Nomor 71 Mesir Th. 1946 tentang Hukum Wasiat
pada salah satu pasalnya mengatur bahwa “Apabila pewaris tidak mewariskan
kepada keturunan dari anak laki-laki pewaris, padehal anak laki-laki itu
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meninggal lebih dulu atau meninggal bersama dengan pewaris, maka cucu itu
wajib mendapat wasiat wajibah dari harta warisan pewaris sebesar bagian
almarhum. Anak laki-laki itu seandainya ia masih hidup, tetapi tidak boleh
melebihi 1/3 dari jumlah harta warisan, dngan syarat cucu tersebut bukan ahli
waris, dan belum ada bagian harta baginya melalui jalan lain (hibah). Bila telah
ada hibah sebelumnya dan jumlahnya lebih sedikit dari bagian wasiat wajibah,
maka harus ditambahkan kekurangan jumlah tersebut”

Dari defenisi di atas dapat diformulasikan bahwa makna wasiat wajibah
adalah bagian tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan undang-
undang atau putusan hakim untuk seorang cucu pewaris yang ayahnya telah
meninggal bersamaan atau sebelum pewaris, sehingga secara faraidh cucu
tersebut tidak berhak mendapatkan harta pewaris. Defenisi ini membatasi
bahwa objek wasiat wajibah hanya terbatas pada cucu pewaris tidak termasuk
karib kerabat lainnya, dan juga tidak termasuk ahli waris yang berbeda agama.

Menurut para ulama dan peraturan yang berlaku di Indonesia, wasiat
wajibah memiliki pengertian dan ruang lingkup yang berbeda dengan ulama dan
peraturan di Mesir. Hal ini terlihat dari pengertian wasiat wajibah yang terdapat
dalam Ensiklopedi Hukum Islam. Dalam Ensiklopedi tersebut Wasiat Wajibah
didefenisikan dengan “suatu wasiat yang diperuntukkan kepada para ahli waris
atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang
wafat, karena adanya suatu halangan syara’ (Abdul, 1996).

Menurut Hasby Ash Shiddieqy Wasiat Wajibah adalah bagian wajib untuk
kerabat-kerabat yang terhalang menerima harta warisan (Ash-Shiddiqy, 1999).
Abdul Manan wasiat berpendapat bahwa wasiat wajibah adalah tindakan yang
dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau
memberi putusan wasiat bagi yang telah meninggal dunia, yang diberikan
kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu (Manan, 2006).

Terdapat perbedaan substansi wasiah wajibah menurut ijtihad dan
undang-undang di beberapa berbagai Negara Islam dengan wasiat wajibah
menurut ulama dan hukum di Indoensia. Menurut ulama dan undang-undang di
Mesir wasiat wajibah hanya terbatas untuk cucu pewaris yang tidak
mendapatkan warisan karena ayahnya sudah meninggal, sementara dalam
wasiat wajibah menurut ulama dan peraturan di Indonesia, wasiat wajibah
berlaku bagi semua Karib kerabat yang tidak mendapat bagian harta warisan,
seperti ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 209 ayat
(1) dan (2) yang menerangkan bahwa harta peninggalan anak angkat dibagi
berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193, sedangkan terhadap orang tua
angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya
1/3 dari harta warisan anak angkatnya” (ayat 1); terhadap anak angkat yang
tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari
harta warisan ayah agkatnya” (ayat 2).

Melalui Kompilasi Hukum Islam, Ulama di Indonesia memperluas objek
penerima wasiat wajibah tidak hanya sebatas karib kerabat yang berhubungan
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nasab, bahkan juga termasuk kerabat dalam bentuk anak atau orang tua angkat.
Meskipun ulama di berbagai negara berbeda dalam menetapkan ruang lingkup
penerima wasiat wajibah, namun mereka sepakat menyatakan bahwa wasiat
wajibah tersebut apabila tidak dilakukan oleh pewaris sebelum meninggal, maka
pemerintah atau hakim dapat menetapkan wasiat wajibah untuk karib kerabat
yang tidak mendapatkan harta warisan setelah pewaris meninggal dunia.
Adapun yang menajdi dasar pelaksanaan wasiat wajibah menurut mereka
adalah firman Allah Swt.:
u—‘-’)ﬁyb u.u]\)ﬂ Z\_LA)]\ Y ¥ u\ g_ajd\ eSq;\ BYEN \a\ esm-. K
u.\s:fd\ oJr. R g Jull_a
“Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang
diantara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang

tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai kewajiban bagi
orang-orang yang bertakwa.” (Q.S. al-Bagarah: 180)

Menurut al-Jashshash, dalalah ayat ini secara zhahir menunjukkan
kewajiban melakukan wasiat, karena kata “<£ xie” mankanya adalah wajib
atas kamu melakukan hal yang d1]elaskan setelah kalimat tersebut, kemudian
diperkuat oleh redaksi “ia e @4V, Tidak ada redaksi yang lebih kuat
menunjukkan kewajiban dibanding redaksi ini, dan penyebutan kewajiban
terhadap orang bertagwa merupakan penguatan atas keajiban tersebut (Al-
Jashshash, 1405H).

Berdasarakan ayat ini para ulama, seperti Masruq, al-Dhahhak, Qatadah,
Thawus, Hasan, lyas, Ibnu Jarir menyampaikan bahwa wasiat terhadap orang tua
dan karib kerabat wajib apabila mereka tidak mendapatkan warisan (Al-
Sarakhsiy, 2000). Dalam kitab Al-Muhalla, Ibn Hazm menjelaskan; “wajib bagi
setiap Muslim untuk berwasiat kepada setiap kerabatnya yang tidak mendapat
warisan karena disebabkan perbudakan, adanya kekufuran (nonmuslim), karena
terhijab ataw karena tidak menerima warisan (karena bukan ahli waris), maka
hendaklah ia berwasiat untuk mereka, dalam hal ini tidak ada batasan tertentu.
Apabila ia tidak berwasiat (untuk mereka), maka wajib ahli waris atau wali yang
mengurus wasiat untuk memberikan wasiat tersebut kepada mereka (kerabat)
menurut kepatutan (Hazm, 2007). Pendapat ini sejalan dengan pendapat yang
diriwayatkan dari Imam Ahmad dan sebagian fugaha’ di kalangan tabi'in (Istiti,
2012). Imam al-Dhahhak bahkan menyampalkan bahwa

Siapa yang meninggal sedangkan ia tidak berwasiat untuk karib kerabatnya
maka berarti ia telah menutup amalnya dengan makshiat (Al-Thabari,
2000).

Selain ayat di atas, Ulama juga berdalil dengan firman Allah surat al-Nisa’
ayat 8:
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V3 gl 1slias Al 2 85000 (Sl a5 ool ) ALl iaa 1

85 s
“Apabila dalam pembagian warisan dihadiri oleh beberapa kerabat, anak-
anak yatim dan orang miskin, maka berikanlah kepada mereka sebagian
darinya dan sampaikanlah kepada mereka perkataan yang baik.” (Q.S. al-
Nisa’ : 8)

Menurut Imam al-Baghawiy, yang dimaksud “ 4" pada ayat di atas
adalah karib kerabat yang tidak mendapatkan warisan, dan yang dimaksud
kalimat “s 5534 4i” adalah perintah yang menunjukkan wajib. Sehingga dari
ayat tersebut dipahami maksudnya wajib berwasiat untuk karib kerabat yang
tidak mendapatkan harta warisan (Al-Baghawiy, 1997).

Selain ayat tersebut mereka juga berdalil dengan sabda Rasulullah Saw.:

sdie B A A 55 V) LT Gug 4 s 305 AT ol 55 (3 s

"Tidak ada haq seorang muslim yang mempunyai suatu barang yang akan

diwasiatkannya, ia bermalam selama dua malam kecuali wasiatnya itu
ditulis di sisinya".(HR Bukhari)

Selain dengan Alquran dan sunnah, para ulama juga berargumen dengan
kaedah fikih:

m&@;jMJA\L;AJMM\M\wo\ﬁﬁchﬂbﬁ@uiﬁ?\éﬂ

Kepada Pemerintah memiliki kewajiban untuk memerimntahkan yang

mubah apabila padanya terdapat kemashlahatan umum, apabila
pemerintah suda memerintahkan, maka wajib mentaatinya.

Berdasarkan dalil-dalil di atas para ulama telah menformulasikan ijtihad
baru terkait harta warisan dimana pemerintah dapat menetapkan bagian untuk
ahli waris yang tidak mendapatkan warisan apabila pewaris tidak membuat
wasiat sebelum ia meninggal. Selain dalil di atas, menulis menilai bahwa
meujudkan mashalah bagi keluarga pewaris dan untuk menghindari perpecahan
kekuarga juga dapat dijadikan dasar pelaksanaan wasiat wajibah.

Menurut hemat penulis kajian dan ijtihad inilah yang kemudian dijadikan
dasar oleh para hakim di Pengadilan Agama dan MA dalam menetapkan wasiat
wajibah bagi ahli waris yang non muslim. Hal ini terkonfirmasi dengan hasil
kajian terhadap berbagai putusan yang menympulkan bahwa pertimbangan
hukum yang diberikan MA yang memberikan bagian harta dalam bentuk
peninggalan pewaris muslim kepada ahli waris non-muslim melalui wasiat
wajibah merujuk kepada pendapat Ibn Hazm Adh-Dhahiri, Ath-Thabari, dan Abu
Bakar bin Abdil Aziz dari ulama mazhab Hanbali (Puslitbang Puslitbang Hukum
dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, 2016).

Lalu apakah keputusan menyerahkan wasiat wajibah kepada ahli waris
yang non muslim akan bertentang dengan hadis yang menerangkan bahwa
seorang kafir tidak menerima warisan dari seorang muslim? Menurut hemat
penulis putusan tersebut tidaklah bertentangan dengan konsep kewarisan islam,
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karena yang dilarang adalah memberikan harta warisan kepada ahli waris yang
nonmuslim berdasarkan ilmu faraidh. Dalam hal wasiat wajibah, maka subtansi
bukanlah kewarisan tetapi masalah wasiat. Sehingga untuk menilai apakah boleh
menetapkan wasiat wajibah untuk non muslim, harus dilihat perspektif hukum
wasit bukan hukum kewarisan (Habibur & Talib, 2020).

Dalam hal apakah seorang muslim boleh membuat wasiat untuk non
muslim, jumhur ulama berpendapat bahwa seorang muslim boleh berwasiat
untuk seorang non muslim apalagi kergbatnya, dengagdas/ar fil;man Allah Swt.: )

3555 o B om 0a L5580 dls oAl 3 a8 a1 ol e AT gk ¥
el 3 i

Allah tidak melarangmu berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang

yang tidak memerangimu dalam masalah agama dan tidak mengusirmu

dari kampung halamanmu. Sesuangguhnya, Allah mencintai orang-orang
yang berlaku adil. (Q.S. al-Mumtahanah: 8)

Ayat ini menunjukkan bahwa pada prinsipnya seorang muslim tetap
diharuskan berbuat adil dan berbuat baik kepada non muslim selama ia tidak
memusuhi dengan mengusir atau memerangi umat Islam, termasuk membuat
wasiat untuk non muslim.

Dari deskripsi di atas, penulis melihat bahwa putusan kedua Pengadilan
Agama dan Mahkamah Agung tentang wasiat wajibah untuk karib kerabat
nonmuslim tidak melanggar hadis pelarangan warisan bagi ahli waris beda
agama dan juga tidak bertentangan dengan konsep fikih kalsik yang sudah ada.
Bahkan ijtihad seperti sangat diperlukan terutama di negara yang
mengakomoadir secara resmi beberapa agama, sehingga sangat mungkin terjadi
dalam satu keluarga menganut beberap agama. Dengan demikian, peluang
wasiat maksimal 1/3 untuk selain ahli waris akan dapat mengakomodir para
karib kerabat yang terhalang mendapatkan harta warisan, termasuk terhalang
karena perbedaan agama.

Simpulan

Dalam kasus Kkewarisan nonmuslim kepada muslim, hakim pada
Pengadilan Agama Tebing Tinggi menetapkan kebolehan ahli waris muslim
menerima waris dari pewaris nonmuslim. Dalam literatur fikih terdapat
perbedaan pendapat ulama tentang kasus seperti ini. Sebagian ulama fikih
melarang setiap muslim menerima warisan dari nonmuslim, tetapi sebagian
ulama lagi membolehkannya. Adapun putusan hakim Pengadilan Agama Tebing
Tinggi sesuai dengan pendapat ulama fikih yang membolehkan, mengingat fikih
dapat menjadi dasar hukum dalam pertimbangan hukum oleh hakim pengadilan
agama. Putusan hakim tersebut dapat dinilai sebagai sebuah upaya ijtihad yang
relevan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan menghindari mudharat di
tengah masyarakat yang plural secara etnis dan agama.
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Sementara itu, dalam kasus kewarisan muslim terhadap nonmuslim, baik
hakim pada pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Agama), Pengadilan Tinggi
Agama, maupun Mahkamah Agung, tidak menetapkan nonmuslim sebagai ahli
waris tetapi juga tidak memutus hubungan nonmuslim dengan pewarisnya sama
sekali. Solusi yang dimunculkan oleh para hakim adalah dengan memutuskan
nonmuslim tersebut sebagai penerima wasiat wajibah. Ini juga dapat dinilai
sebagai ijtihad hakim yang berpedoman pada ijtihad ulama fikih pada masa
lampau yang sepakat melarang seorang nonmuslim menerima warisan dari
pewaris muslim, tetapi tidak melarang nonmuslim menerima wasiat dari
pewaris, karena wasiat tidak menyaratkan penerimanya harus beragama Islam.
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